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Mengubah‘ UU Pilkada

Oleh AMZULIAN RIFAT

da beberapa kejadi-

an tidak biasa men-

jelang Pilkada 2015.
Terjadi calon tunggal de-
ngan kemungkinan pe-
nundaan pilkada dan ada
pula bakal calon yang gu-
gur pencalonannya karena
tidak lulus tes kesehatan.
Kejadian-kejadian ini
menjadi sebagian alasan
perlunya mengubah UU
terkait pilkada.

Hukum itu selalu tertinggal
dengan perkembangan yang ada
dalam masyarakat (het recht hink
achter de feiten aar). Itu juga
vang terjadi terhadap beberapa
peraturan perundang-undangan
di Indonesia, termasuk di an-
taranya UU yang mengatur ten-
tang pemilihan kepala daerah
(pilkada).

Selama ini, beberapa aturan
dalam UU Pilkada mungkin ber-
tujuan untuk membatasi jumlah
bakal calon kepala daerah. Ca-
ranya antara lain dengan mem-
perketat persyaratan bagi parpol
pengusung. Hanya parpol dengan
perolehan paling sedikit 20 per-
sen jumlah kursi DPRD atau 25
persen dari akumulasi perolehan
suara sah dalam pemilihan
umum anggota DPRD di daerah
bersangkutan yang dapat meng-
ajukan calon kepala daerah.

Pembatasan calon itu masih
dibentengi melalui jalur calon
perseorangan yang ketat. Calon
perseorangan dapat mendaftar-
kan diri jika memenuhi syarat
dukungan antara 6,5 persen dan
3 persen bergantung jumlah pen-
duduk yang harus tersebar di
lebih dari 50 persen jumlah ke-
camatan/kabupaten/kota dimak-
sud.

Kondisi ini masih ditambah
lagi dengan adanya perilaku bakal
calon yang memborong partai
politik sebagai partai pendu-
kungnya. Bakal calon yang me-
miliki dana besar sangat mung-
kin melakukan tindakan sapu
bersih parpol. Belum lagi adanya
kandidat yang dinilai terlalu kuat
untuk dilawan. Itu semua ber-

potensi melahirkan calon kepala

daerah tunggal.
UU belum mengantisipasi ke-

mungkinan terjadinya tindakan
kandidat yang memborong partai
yang berpotensi melahirkan ca-
lon tunggal. Demikian juga bila
ada di antara bakal calon. yang
gugur tes kesehatan. Persoalan-
persoalan ini yang antara lain
dapat jadi alasan mengapa
perlunya dilakukan revisi ter-
hadap UU tentang Pilkada.

Antisipasi calon tunggal

UU tak mengantisipasi jika
dalam suiatu pilkada terjadi ca-
lon tunggal. Sesuai rekomendasi
Badan Pengawas  Pemilu, KPU
untuk ketiga kalinya memper-
panjang masa pendaftaran-calon
kepala daerah, 9-11 Agustus
2015. .

Dalam Peraturan KPU No
12/2015 tentang Pencalonan Ke-
pala Daerah disebutkan minimal
dua pasangan calon kepala da-
erah dan wakil kepala. daerah.
Hingga masa pendaftaran diper-
panjang berakhir, masih ada da-
erah yang menyisakan pasangan
calon tunggal untuk pilkada se-
rentak Desember nanti sehingga
pilkada di daerah-daerah terse-
but terancam ditunda dua tahun
ke depan.

Jika mengacu UU No 1/2015
tentang Penetapan Peraturan Pe-
merintah  Pengganti UU ' No
1/2014 tentang Pemilihan Gu-
bernur, Bupati, dan Wali Kota
Menjadi UU, pencalonan telah
diatur secara ketat. Dalam Pasal
40 ditentukan persentase jumlah
parpol atau gabungan parpol
yang dapat mengajukan calon.

Revisi UU tentang Pilkada ke
depan sebaiknya memperingan-
kan syarat bagi parpol yang akan
mengajukan calon kepala daerah.
Adanya keharusan parpol atau
gabungan parpol memenuhi per-
syaratan perolehan paling sedikit
20 persen dari jumlah kursi
DPRD atau 25 persen dari aku-
mulasi perolehan suara sah pe-

"milu anggota DPRD di daerah

yang bersangkutan, bagi sebagian
besar parpol, ketentuan ini sa-
ngat berat dipenuhi. Akibatnya,
kandidat yang memenuhi syarat

sangat terbatas dan rentan me- .

munculkan calon kepala daerah
tunggal.

Jika mungkin, persyaratan
perolehan suara minimal 20 per-
sen itu dihilangkan saja. Idealnya
semua partai yang memiliki kursi
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£
di parlemen berhak mengusul-
kan satu calon. Parpol akan tetap
selektif dalam mengajukan ca-
lonnya karéna mereka tak juga
ingin ada di pihak yang kalah.

-Selain itu, ke depan UU harus
pula memperlonggar persyaratan
bagi calon perseorangan. Jika
mengacu UU No 1/2015, per-
syaratan calon perseorangan ter-
golong berat. Bakal calon harus
memiliki dukungan awal antara
6,5 persen dan 3 persen ber-
gantung jumlah penduduk. Du-
kungan itu pun harus dibuktikan
dengan melampirkan identitas
diri. -

Kurang sehat demokrasi kita
jika dalam suatu pilkada hanya
diikuti kandidat tunggal. Apalagi
pemilihan tetap dilakukan me-
lawan kotak atau kolom kosong’
pada kertas suara. Tetap saja tak
baik bagi demokrasi yang ha-
kikatnya ingin memberikan se-
banyak-banyaknya alternatif pi-
lihan bagi rakyat.

Apalagi jika kemunculan calon
tunggal itu akibat sistem yang
semula dibuat memang bertu-
juan membatasi jumlah kandidat.
Jika UU mempermudah parpol
mencalonkan kader dan kandidat
perseorangan diperlonggar, kecil
kemungkinan terjadinya calon
tunggal.

Gagal tes kesehatan

UU tentang Pilkada juga men-
syaratkan calon harus sosok yang
mampu secara jasmani dan
rohani berdasarkan hasil peme-
riksaan kesehatan menyeluruh
dari tim dokter. Ini artinya ada
pemeriksaan yang komprehensif
oleh tim dokter yang kompeten.

Atas dasar hasil pemeriksaan
kesehatan inilah, kemudian KPU

menyatakan seorang kandidat lo-
los atau tidak sebagai calon. Se-
lama ini jarang terjadi seorang
bakal calon tak julus tes ke-
sehatan. Malah sebagian me-
nilai bahwa pemeriksaan k(‘;t—
sehatan itu hanya bersifat for-
malitas. S

Di Provinsi Sumatera Selatan
ada lima bakal calon kepala da-
erah dalam Pilkada 2015 yang
dinyatakan tidak sehat oleh tim
dokter. Atas dasar itu, KPU me-
mutuskan kelima bakal calon itu
gugur dan tak dapat ditetapkan
sebagai calon. Partai harus men-
cari calon pengganti dengan ber-
bagai kendala dan dinamikanya.
KPU menuai gugatan akibat ke~
kecewaan kandidat yang merasa
dirugikan.

Ke depan, UU tentang Pilkada
juga harus mengantisipasi agar
hasil tes kesehatan tidak me-
munculkan masalah baru ketika
bakal calon dinyatakan tidak lu-
Tus. Alternatifnya, tahapan tes ke-
schatan dilakukan saat seleksi
oleh internal partai. Sangat di-
sayangkan apabila proses pan-
jang yang telah dilalui kandidat
menjadi sia-sia karena belakang-
an dinyatakan tidak memenuhi
syarat kesehatan.

Sebelum UU tentang Pilkada
direvisi, mungkin saja pemerin-
tah mengambil langkah cepat un-
tuk mengatasi kejadian yang ada,
termasuk soal calon tunggal.
Tetap terbuka bagi penerbitan
peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (perppw) jika
terpenuhi unsur mendesaknya.
Namun, yang pasti, harus ada
solusi komprehensif akibat ke-
tertinggalan aturan dengan per-
kembangan dan realitas yang ada
dalam masyarakat. '

Bagaimanapun, UU akan se-
lalu tertinggal dalam masyarakat
yang dinamis. Apalagi dinamika
pilkada di Indonesia tergolong
luar biasa, yang menjelma dalam
beragam aktivitas yang sering
kali sulit diprediksi. Memang
hukum itu tidak dibuat secara
tiba-tiba, tetapi tumbuh dan
berkembang bersama masyara-
kat. Itu pula sebabnya mengapa
UU tentang Pilkada perlu di-
ubah.
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